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BUPATI SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENDIDIKAN UNTUK PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG PENUGASAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK PEMBAYARAN HONOR YANG

BERSUMBER DARI DANA BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a.bahwa pada bagian penjelasan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional
Sekolah ketentuan penggunaan BOS pada SD dan SMP,
pembayaran honor untuk guru honor pada sekolah yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendapat
penugasan dari pemerintah daerah dengan memperhatikan
analisis kebutuhan guru dan menyampaikan tembusan
penugasan dimaksud kepada Direktur Jenderal Guru dan
tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

b. bahwa untuk efektivitas dan efesiensi dan sesuai ketentuan
Pasal 115 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, perlu pendelegasian kewenangan dari Bupati
kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk Penandatanganan
Keputusan Bupati tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Non PNS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dari
Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk
Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri
Sipil untuk Pembayaran Honor yang Bersumber dari Dana
Biaya Operasional Sekolah Tahun 2017;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66



Menetapkan

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Idonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005
Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2016 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENDIDIKAN UNTUK PENANDATANGANAN KEPUTUSAN
BUPATI TENTANG PENUGASAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK
PEMBAYARAN HONOR YANG BERSUMBER DARI DANA
BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang yang selanjutnya
disebut Dinas Pendidikan adalah unsur pembantu Bupati
sebagai perangkat daerah yang menyelenggaran ususan
pemerintahan bidang pendidikan.



6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia adalah unsur pembantu Bupati sebagai
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia.

7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain
yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.

8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

9. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut
Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk
bertindak dalam ranah hukum publik.

10. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan
kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang
Penugasan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non Pegawai
Negeri Sipil kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB III
KEPUTUSAN TENTANG PENUGASAN

Pasal 3

(1) Keputusan tentang Penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dibuat berdasarkan hasil analisis
kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS.

(2) Keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diberikan kepada tenaga pendidik dan
kependidikan Non PNS yang telah melakukan perjanjian
kerja dengan Kepala Sekolah pada sekolah masing-masing
untuk tenaga pendidik dan dengan Sekretaris untuk
tenaga kependidikan.

(3) Salinan Keputusan tentang Penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Direktur
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

(4) Bentuk naskah Keputusan dan Bentuk Naskah Perjanjian
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.



BAB IV
PELAPORAN

Pasal 4
Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan
kewenangan penandatangan Keputusan tentang Penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kewenangan penandatangan Keputusan tentang
Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh
Sekretaris Daerah dan secara teknis dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 November 2017
BUPATI SUMEDANG,
ttd
EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



